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' “r:i!lélﬂﬁ1 hi(“!‘_ a4 pencatatan sipil merupakan
urusa,n wajibubagi }.E;tn?’ri11tah Kabupaten Pesisir
Selatan dalant ranglta memberikan jperlindungan,
n {t an, t?;"énenl i status pribddi dan status
r : erigtiwa kependudukan, dan
petfisﬁw&‘?pienj:in“g" iterjadi di Kabupaten Pesisir
Selatan | baik ydng dialami #oleh penduduk

IggAraan jadministrasi
oL (

dan/éial.% bdkan}, é:,”énduduk ﬁlfiabupaten Pesisir

Selatan; . ,
bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013; tentang Pérubahan Atas Undang-
Undang Nomor 28" Tahun 2006 tentang
Administrasi| Képendudukan, maka perlu
dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap
beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2011

tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
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Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21
Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor
58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1643);

Undang-Undang Nomwor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asazi Manusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor

‘3886) KT e AN e rr—— N.ﬂﬂu\‘

Undang-Undar}g Nomoq 23 u’l‘algcur;\\ 002 tentang
Perhngiun an Anak (Lembaran Negédra Republik
I”doneala ‘Tdhun- 2002  Nomor' 109, Tambahan

‘*a.hLemba.r an;; N:ES&I' a- RCPUb}i Y:Indonesia  Nomor

bahan" Lé
Nomorv 4634] i

“'-sUndang-Undang hmor . 2y "Tahun 2006 tentang

Admmistrasig Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonea%,.,-‘fahun 2006 Nomor 124,
Tambahan >mbatan Negara Republik Indonesia
Nomor 473t , sebagaimana. telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5475);

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik, Indonesia 'I‘ahun ; Nomor 292,
Tambahan LcmbaraniNegarh ﬁl}pu lik Indonesia
,,I\‘Qr;';:or 9079);.... N

Pcraturan P menntah Nom r 27l T
*tgntang Pengelolap.n HPe; kembangan
_,enduduk&n

gl wp-; ]

'.‘;-‘,f;,’ ‘lik do ksia Nomor
A ah  dengan

Pemerintah

1,:1‘ 994 téntaﬁ Pengelolaan
wl .iudukan,;l({.e baran Negara
818 ahfun Nomor 134,

720
Republik Indonesia
h, r 58 Tahun 2005
Keue.qgén Daerah (Lembaran

S78),

Peraturan P@mcnntah Nomor 37 Tahun 2007
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4736);

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penetapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan secara Nasional
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Perpres Nomor 26 Tahun 2009

i) omor 49,/ Tambahan “




tentang Penetapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Xependudukan secara
Nasional;

17.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota,

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun

o .2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan
rans l‘.')offumen ﬁependudukan Bagl Pey
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" MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
75), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah, sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut:




Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan .

¥
2.
3.

10.

11

12.

13.

14,

Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
Kabupaten Pesisir Selatan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat atau sebutan lain adalah Asisten yang mempunyai tugas
dan tanggung jawab dalam mengkoordinasikan urusan
administrasi kependudukan lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan.

Dinas Kependudukan d.an Pencata ..S1p;l a \E\“ sebutan lain
selanjutnya disingkat | Dinas’ adalah per at aerah yang
bertanggung . Jjawab.. Jdan.. Derwenang..dan pelayanan
dalam urusan, administrasi: képendudukan dg.n pencatatan sipil di
Kabupaten Pesisq Selatan E . )

Kecamatan é
daerah di Kabup :

Nagari adalah i&l i il | o Pesxsm elatan yang
merupakan ke\ f.oukum adat g memiliki
batas:wilayah yang nsberwen ng un,_k mengatur dhn mengurus
kepentingan mesyarak !
istiadat,  setempat. ‘g.?y
Pemenntahan Negara K

«Cat ‘at sebagalj perangkat

Pemennta.han ; ';'
Pernenntahan ‘yar |
Badan Permusyaw )
Pesisir Selatan, Rt

Pemerintah Naga;;l adalah';; a.h Nagal} dan Perangkat Nagari
sebagai unsur penyelenggara emennsahan Nagari.

. Administrasi Kependuduka,n pgglah ra.ngksuan kegiatan penataan

dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data
kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil,
pengelolaan  informasi administrasi kependudukan serta
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan
pembangunan sektor lain.

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang Asing

yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Pesisir
Selatan.,

Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah
orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain

yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara
Indonesia.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS

ndalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Bupati
Pesisir Selatan.



18.

16.
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18.

19,

20.

Q1.

22.

23.

24.
25,

26.

27,

28.

Kantor Urusan Agama Kecamatan, disingkat KUA Kec, adalah
satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai,
dan rujuk pada tingkat kecamatan dalam Kabupaten Pesisir
Selatan bagi penduduk yang beragama Islam.

Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang yang beragama
Islam,

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT atau Unit
Kerja Layanan yang selanjutnya disingkat UKL, adalah satuan
kerja ditingkat kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan yang
melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan

menerbitkan akta dan bertanggungjawab kepada Instansi
I'eluksana.

Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan
pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada
Dinas yang pengangkatannya sesuai _dengan peraturan perundang-
undangan. e..

Petugas Registrasi adalah Petugas yang*‘dlben tugas Qan tanggung
jawab- membemk&nmpelayanalzwpelapomnwpemmwamke endudukan
(an peristiwa penting serta pengelolaan ,dan penyajian Data
Kependudukan d.l Nagan dan_Kecamatan ;lal,am Kabupaten Pesisir
Selatarn. A ’ G =; P o .W r ; ]

swasta yang 1 'Be ai dengan
bidangnya. b oo o sontot v - ' . }
Sistem Inforrna\m‘%:\~ mini dﬁldukan yang selanjutnya
disingkat SIAK, ‘adafal sistém ' ‘ emanfaatkan

an jikomutiikasi untukg/n memfasilitasi

teknologi mforma
,‘, leh Pemerintah

‘ {
4

pengelolaan informasi administrasi’
Daerah dan Dmasvse‘gaﬁ HJ""Tc'es

Pendatang*adalah pehdi';duk? WNI dan orang“asmg yang tinggal
sementara di Deerahy dal gnika wakty 8 (delapan) hari
sampai dengan 1(satu) talu ung Lt

Tamu adalah “}Nl dan ora.n“;g asing y g rnelakukan kunjungan
singkat di Kabup&ten Pesmn‘ Selat yang lamanya sampai
dengan 7 (tujuh) hari. ™

Orang Asing adalah orang bulian Warga Negara Indonesia.

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan
oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti
autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil.

Data Kependudukan adalah data orang perseorangan dan/atau

data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa
kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia,
agama, pendidikan dan pekerjaan.

Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk,
pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan
pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

30.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau
surat keterangan kependudukan.

Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami
oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk
yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap
penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda
Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya
meliputi, pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal
terbatas menjadi tinggal tetap.

Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK,
adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas,
tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai
penduduk Indonesia.

Kartu Keluarga-yang-selanjutnya«.disingkat-Kl{, adalah kartu
identitas keluarga yang memuat -data tentang susunan dan
hubungan dalam.keluarga, serta.udentitésronggo kelparga.

Kartu Tanda Péndiidiik yang selanjutnya “disingkat KTP, adalah
identitas resmi,penduduk sebagai bukti dlg,i*‘ﬁv g dite bitkan oleh
Dinas yang berlaku:di seluru wﬂayah })}egara Kesatl' Republik
Indonesia. % ., %

‘|“4-" )
Pencatatan Sipil ' / wfa penting é'ang dialami
oleh seseorang d MBS pﬂ pada.‘;ﬁ_‘{, nas
 Peristiwa Penting ada' ' ; ‘oleh seseorang
meliputi kelahiran , perceraian,
pengakuan anakﬂ‘ ‘ A ,k, penga katan anak,
perubahan namag}dé alfth :k? arganegaraan,

pembatalan perkn;,‘

Kelahiran "adalah p i
bayi dari ibunya’ ya.n’

a;;; ai. det ah’ pcml“ an tersebut bayi
menunjukkan bukti

!’k"e idupagnya, /
Kematian adalah‘ ‘tldak "'a" anya. secara’ permanen seluruh
kehidupan pada aat ma.n_a‘p’ setelah ké’iamran hidup terjadi.

Lahir Mati adalah kelahlran seop;;ang ba31 dari kandungan yang
berumur paling sedikit 28" "(due”puluh delapan) minggu pada saat
dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan istri sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap
anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut
hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.

Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang
lahir dari perkawinan yang telah menurut hukum agama, pada
saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut
telah sah menurut hukum negara.
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43.

44,

45,

46.
47.

48.

49.

50.

91,

52.

53.

54,

535.

56.

Pengangkatun Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan
hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali
yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan,
pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan
keluargn orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau
penetapan pengadilan,

Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya
nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Perubahan Status kewarganegaraan adalah perubahan status
kewarganegaraan dari seorang WNI menjadi Warga Negara Asing
atau seorang Warga Negara Asing menjadi WNI sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan
sesuai d;ngan peraturan perundang-undarngan,

Pembatalan: percerajan -adalah g parL Mya perceraian

sesug,i" dengan pemturanaperufiﬁ anga
Peristiva’ ‘Penting e

Pengadlla.n Neg er
perubahan Jerh

Pengukuhan : -4
pencatatan: pen “Nega
Republik Indone ‘ LPelaporar Perisglwa enting dan
pemberian stemp pada»dokumen«wkepamﬂda dukan ter Jﬁebut
Pencatatan Kematiamiadal i Ay

dialami seseorang %l am register pH
data kependudukan W o

Surat Ketcrangan Tempﬁ‘t’"l‘ﬂ’i bg selamutn dlsmgkat SKTT
adalah surat keterangan yang dlb kepadaforang asing yang
memiliki izin tinggall térbatas ’e%ggai bukti” diri bahwa yang
bersangkutan telah terdaftar : di? Pememntah daerah sebagai
penduduk tinggal terbatas. } dod

Izin Tinggal 'I‘crbatas adalah izin tmgga] yang diberikan kepada
Orang Asing untuk’ ‘tinggal di mlayﬁh Negara Kesatuan Republik
Indonesia dalam jangka- .waktu"' yang terbatas sesuai dengan
peraturan per undang-undangan

Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang
Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan,
dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.

Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan
yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling
berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat
keras dan jaringan komunikasi data.

Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat
database pada Pemerintah Daerah yang menghimpun data
kependudukan.




57. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang
diterbitkan  olen  Departemen/Lembaga  Pemerintah  Non
Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat
yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen
kependudukan,

58. Penduduk Pelintas Batas adalah penduduk yang bertempat tinggal
secara turun temurun di wilayah yang berbatasan langsung
dengan daerah tetangga yang melakukan lintas batas antar daerah
karena kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

59. Daerah Perbatasan adalah daerah batas wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan daerah batas wilayah negara tetangga yang
disepakati bersama berdasarkan perjanjian lintas batas antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah negara tetangga,
sesuai dengan peraturan perundang-u ndangan.

60. Hak akses adalah hak yang dlberlkaﬁ" oleh Bupat ;ﬁepada petugas
yang sada pada 'Dinas untuk dapat mng ges database
kependudukan sesuai dengan izin jmg diberikan, Y

Bt N T

61. Hari adalah hari kerja. % A 1‘

62. Penduduk Rent@%addah Penduduk y g
dalam memperol§ okumen 'kepen ad
bencana alam daj

/ yang d1se abkan oleh

fnenga.la.rqti) hambatan

TR ’-.-.-q-.‘

Ketentuan Pasal 2 d;

}Aruhan Pasal
2 berbuny1 sebagai bengkut

. informasi mengenai &a‘ta' .HAsil Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan

lane )

ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan
dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta
penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas.

(2) Setiap pendatang berhak untuk mendapatkan pelayanan
administrasi kependudukan yang meliputi:

a. Surat Keterangan Pendatang; dan
b. Pelayanan Pencatatan Sipil.

(3) Setiap tamu berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi
kependudukan yang meliputi:

a. Surat Keterangan Tamu; dan
b. Pelayanan Pencatatan Sipil.
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3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A
yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Bagi anggota Perwakilan Negara Asing beserta keluarganya dapat
memperoleh pelayanan pencatatan peristiwa penting dari Dinas.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan
meliputi :

LR A

a. memperoleh Kketerangan dan data yang\ benar tentang
peristiwa kependudukan dani J.peristiwa; p uting  yang
dilaporl{ﬁn p?xl.-.,d}..ld.u-lg;wujr Y AR S DN AT RO T "-‘ﬂllwnhll'l‘”l,lwfm;l

b. memperoleh datatenta.rgg perceraian, 4pengangKatan anak,
perubahan nama, ri&j:ﬁ:i‘falg,jisasi',}; peristj afpentmg ainnya dan

pembatalan 'akta.pencatatan si i yaf algrpi-'_pé,'duduk atas -
dasar putugas ‘ enetap r por
. 4 R — - . :
c. memperoleh | 1CEL th talakda.\f rujuk bagi
pemeluk agam qhdtan ;o -
erubghan

d. memperoleh datd'“p L4 tﬁ:s kewarganegaraan dari
Kantor Wila‘yahl@Kei‘i}ented?E Hukiling dan Hak Asasi Manusia;

e. mengajukan ”’klﬁiﬂﬂasi ?é s pUtysan/penetapan pengadilan
yang tidak sesua kdap-gan@mtam dan persyayatan pencatatan
peristiwa penting;dan | f-rg ;

1 1 {

f. menolak pcxminta:hnﬁpenfggun‘a _,g%data' pribgdi penduduk yang
pengajuannya tidak 'sesuai; déngan peraturan perundang-
undangan. oy T

(2) Tata cara perolelié:rg.dataf,‘:i:.;ldéﬁﬁkasi'-cs.ira"f'iﬂ penolakan sebagaimana
dimaksud pada aya‘tm,.(.!1):~i*-di"‘i‘atu1;;‘1331h lanjut dalam Peraturan
Bupati. R

4

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 8

(1JUPT atau UKL berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan
urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan :

a. UPT atau UKL adalah satuan kerja ditingkat kecamatan yang
bertanggungjawab kepada instansi pelaksana;

b. UPT atau UKL mempunyai tugas meleksanakan sebagian tugas
dinas sesuai lingkup berdasarkan peraturan perundang-
undangan,

(2) Pelayanan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) g,
meliputi : 4
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a. Nomor Induk Kependudukan (NIK);

b. Pendaftaran Peristiwa Kependudukan;

c. Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan; dan
d. Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri.

(3) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :

a. kelahiran;
. lahir mati,

. perkawinan;

. perceraian;

pembatalan perceraian;

b
C
d. pembatalan perkawinan;
€
f
g

. kematian; : A

h. pengangkatan anak;

....... mmu,‘.p. ‘-"n' --v [PRUTRR \T‘f"-"w'w"ummuinm i)

i. pengakuan anak : §

% pengesahan anak .

o O
il {
l;as Unit’ ‘Pel aksana Teknis

(4) Penctapan Pcmber;t g _:. i
Dinas ‘atau unit ""“\ layarig

akan diatur Lersend_

'v,

Pasal 10 r

‘ i o
(1) Petugas Registrasi adalah pctugas“' yang diangkat dan
diberhentikan oleh™ Kepala. Dmas,w“yang berdomisili diwilayah

setempat. i, §

(2) Petugas Registrasi membantu Wali Nagari dan Dinas dalam
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
(3) Petugas Registrasi memiliki tugas:
a. membantu UPT atau UKL dalam memberikan pelayanan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

b. verifikasi dan validasi data atas peristiwa kependudukan yang
dileporkan oleh penduduk WNI;

c. verifikasi dan validasi data atas peristiwa penting khususnya
kelahiran, lsahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh
penduduk WNI;

d. pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
dalam buku harian kependudukan dan peristiwa penting, buku
mutasi penduduk dan buku induk penduduk; /i
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¢. pemrosesan penerblta.n dokumen kependudukan; dan
f. penyerahan dokumen kependudukan kepada penduduk.

(4) Pada tingkat Nagari ditunjuk Petugas Registrasi Nagari dan pada
tingkat kampung ditunjuk Petugas Registrasi Kampung.

(5) Petugas Registrasi Nagari dan Petugas Registrasi Kampung
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunjuk oleh Kepala Dinas
yang berdomisili diwilayah setempat.

(6) Petugas Registrasi Kampung ditingkat kampung memiliki tugas:

a. Membantu Petugas Registrasi Nagari dalam memberikan
pelayanan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil; dan

b. Mencatat dan melaporkan peristiwa kependudukan dan
peristiwa penting.

(7) Persyaratan darm™tata” cafd‘“peti’g&ngkﬂ“t’&ﬁ"?etwgﬁﬁ"ﬁ egistrasi diatur
lebih lgmju_t deng&n Peraturan_ﬂf?upau AT ;“«\
‘_ 5 S "'“"‘ O |

v Ketentuan Paéal ‘14 ditlbal‘i’*d

Tetap dan telah et |
pernah kawin Wajfb memlth K’I‘P ""1'"“““; *

(2) KTP-el' sebagmmanaiga
nasional dan seuntu

biodata penduduk.. wli
(3) Penduduk yang teIaix giem;fxlq Kfl‘ fel wajib "1};'mbawanya saat
berperglan | 5} {

e’
(4) Penduduk sebagau'nana dzma.ksud pada ayat. (1) hanya memiliki 1
(satu) KTP-el. w b

(5) KTP-el yang telah, diterbltkan sebelum,w'peraturan ini ditetapkan
berlaku seumur hidup.

(6) Persyaratan dan tata carg. penerbxtan KTP-el sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan menteri.

8. Ketentuan dalam Fasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 22

(1) Penduduk WNIL yang bermaksud pindah datang dari luar
daerah/luar negeri, melaporkan kedatangannya kepada
Pemerintahan Nagari paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari luar da rah/
luar negeri.

(2) Penduduk Orang Asmg yang bermaksud pindah datang dari luar
daerah/luar negeri, melaporkan kedatangannya kepada Dinas
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan !
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%’inc?ah dari luar daerah/luar negeri dengan menyetor uang
jaminan sebesar 2 (dua) juta rupiah.

(3) Uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas dapat diambil
kembali disaat pelaporan yang bersangkutan tidak lagi tinggal di
Pesigir Selatan dan apabila yang bersangkutan tidak melapor,
maka uang jaminan akan menjadi penerimaan lain-lain daerah.

9. Ketentuan dalam Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 32

(1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun
sejak tanggal kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30,
dapat dicatat dan diterbitkan dilokasi tempat domisili yang
bersangkutan tanpa-penetapan-dari-Pengadilan-Negeri.

(2) Persyaratan dan  tata cara _peﬁcatgtan ; kéla@hj;ra;im sebagaimana
dimaksud pada_ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan

B u pati, " . :‘m‘d‘\wmmummwa
A

10, Ketentuan dalam Pa’.}sal 4

i |
5 diubah, sehingga.
berikut: ¢ P ) ¢ " il

Pg,sé.l 45 berb}‘myi sebagai

i
i

- z

g

(1) Setiap kematian \Pendudulk di lyar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, 'dicatat{sesuaifi jenigan ketentuan perundang
undangan, wajib:.:d'g“’fi;' ' ’ ~i;5.-tua atau: keluarganya ke
Dinas atau UPTD:atau® : nan, paling fambat 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggalkematianipenduduk; &

(2) Pejabat Pencatatan:Si 1I}padfa Difag atau UP’I;I‘5 atau Unit Kerja
Layanan mencatat.--de.ﬁ) ﬁ}eﬁe;bitlganﬁi Surat Tarida Bukti Kematian
Luar Negeri; -, : 77 it Yokd ¢ 8 ’

h, b
Srasghi ok L

(3) Persyaratan dan; tata cara’j pencatatarjiwib-*i{ematian sebagaimana
dimaksud pada ayat.(2) diatur dalam Peraturan Bupati.
S RNEREE o

iy .':r‘ i ::i:' ..,.,f"'
11. Semua ketentuan dalam Bab“XIL.yditu Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84,
dan Pasal 85 dihapus.

12. Ketentuan dalam Pasal 87 diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 87

Setiap orang melakukan tindak pidana dibidang administrasi
kependudukan yang dilakukan oleh Penduduk, Petugas, dan Badan
Hukum diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tehun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan.

ainan
OFTw8ER 2017

Ditetapkan d
pada tangga

BUPATI P IR SELATAN,

{

HE

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 20 OFOUREY 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESHH SELATAN,

]

LEMBARAN DWERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017
NOMOR: 7

NOREG PLERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : (7/138/2017)
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Penyclenggaraan admlmstram kependudukan dan pencatatan

o R L

sipi mempakan sa.lah satu bentuk perlmdungan ym?&d1benkan oleh

{ % ¥ 4

Pemenntah kepada wa.rga masyara:ké.tnya Bahwa sejak manusia

AR RPAIE iy

o

terlahir - kedunia’ sampm ménghembuskan Mgfna.fas ?erakhlrnya
senantiasa akan, i de ;

admm1stras1

hukum, termasuk nggara;

Kelahiran seoran"'g \

: ke endudukan.
_ : ] N_ dengarn kegiatan
pendaftaran pendd‘uc pe apor ,.. e s zr engan keharusan

memiliki Surat Keterangan Lahir aelamutnya dengan surat
tersebut seseorang: akar‘mme erol 1cta lcelahir . Berikutnya

dengan akta kelahiran sqseoxangwbxfa maauk se olah kemudian
apabila sudah mencapai!usia 17 tahuny wajib memﬂikx Kartu Tanda
Penduduk (KTP) elektronik E)engan ;syzr

mendapatkan Surat ‘zin Mengemuéi SIM), menjadl Pemilih dalam

at KI‘P deseorang baru bisa

Pemilu, melamar pekcr;]aa.n serta melakukan hai hal lain yang terkait
dengan seluruh aktivitas kehldppaannﬁﬁw Denigan demikian, apabila
seseorang melalaikan . pendafgrgn penduduk, berimplikasi pada
terganggunya seluruh aktivitas kehidupannya.

Dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi
kependudukan, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013, mendefinisikan administrasi kependudukan sebagai
“Rangkalan kegiatan penataan dan penertiban dalam
penerbitan dokumen dan Data Kependudukan uelalul

Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi
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Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya
untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”,

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 memuat
pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya
reformasi dalam bidang administrasi kependudukan. Salah satu hal
penting yekni pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk
Kependudukan (NIK). Secara konseptual NIK merupakan identitas
penduduk Indonesia dan berfungsi sebagai kunci akses dalam
melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna
mendukung pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan.

Dari sudut pandang penduduk eksistensi administrasi

AT RN URALY sl

kependudulcan mumbenka.n pemenuha,n hak- haf& administratif,

seperti pelayanan pubhk serta perhndilrr*gdhiyang’\éerk naan dengan
Dokumé)n‘ Igép;nd?ﬁmu&;lﬁa adanya perlal:u ya.ng d skriminatif,
ﬁ dan ""j (Téhun 2013,

o et g P untuk: (1)

: |{Administrasi

profesmnal (2)

lcewajlbannya untuk-':' berp g erta
I{ependudukan (3) me 'enuhmd%tams
Peristiwa Kependuduka.n dan "’I'Per;j

(4) mendukung
perumusan kebl_]al.an dah pere _'aan pe,t'nbangunan secara
nasional, regional, serta 1bl€a1 i‘daiﬁ 5) mendukung pembangunan

u"

sistem administrasi keppndudukan.

Adapun yang menjadi,,__rtuijug,nw‘f‘ﬁényelenggaraan administrasi
kependudukan untuk memberilzgf: keabsahan identitas dan kepastian
hukum atas dokumen penduduk untuk setiap  peristiwa
kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk.
Yang dimaksud peristiwa penting dalam Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013, yakni kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi
kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan
anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan
perubahan status kewarganegaraan.

Disamping  itu, tujuan  penyelenggaraan administrasi

kependudukan untuk memberikan perlindungan status hak sipil

penduduk; menyediakan data dan informasi kependudukan secara
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nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada
berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah
diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan
pembangunan pada umumnya. Selanjutnya untuk mewujudkan tertib
administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta
menycdiakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor
terkait  dalam  penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan. Keberadaan administrasi
kependudukan harus ditunjang oleh suatu sistem informasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Sistem Informasi
Administrasi I*’ependudukan dimaksudkan untuk: (1)

R e S B 1+ Vsl

terselenggaranya Administrasi Kependud kan gagaa\skala nasional

T, WA e .-, RS AL YN OO,V A BN s DAY M BT

yang terpadu dan tertJb (2) terSeIénggara}{ya l"ifrmmstram
Kepe ndudukan yang bermfat umversal pegnanen,

ajib, dan
berkelanjutan; (3) terpenuhmya ha.k Pendus.ulc éhbxdang Admlmstram
W\ |

"

Kependudukan a‘v.g&yna‘gy : tgf J;profe.suon dan (4)

: e faf mengenali Pendaftaran
Penduduk dan Peneatatan 'ma.....-enbaga.t tmg%catan secara
akurat, lenglcap, rnutakhlr, d .

ol mud"*- diakses sehpgga menjadi
‘ ﬁbangunan_}pa'da umumnya.
Berkenaan dengan 1tﬁ':u,wm{akau§eraturan Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan tentang Penyelen araan Adm1n1st1;a81 Kependudukan
dan Pencatatan Sipil ml,lidlsampmgfur%tuk rnelarksanakan ketentuan
peraturan perundang—undangan vsebagg.lmana. dlsebutk&n diatas, juga
disusun dalam rangka&untuk memberﬂcanﬁ}dndasan hukum yang lebih
lengkap  dalam menga.kornqdzr ~kebutuhan-kebutuhan  dan
karakteristik khusus yang ada dldaerah yang berkaitan dengan tertib

penyelenggaraan administrasi kependudukan.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2

Pasal 2
Cukup jelas.
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’ Angka 3

Pasal 3A
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 7
Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 8
Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 10
Ayat (1) T B —
Cukup Jelas FARCIREEY ¥ %x,\
Cu‘kuin jelas. ;
Wl ) |
Ry Boner oot gL

b Ly \""' i Hu‘ru

_ .': proress $.~C pfelas ,1-,
Hurufd
T FCu,k Jelas
‘Huruf e duad
', ' ’l Cukup Jela's
| Huruff
Yang dimaksud dengan “kesalahan

tulis redaksional” adalah kesalahan
penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.
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- Angkar - TT——

Pasal 14
Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 22
Cukup jelas.
Angka 9
Pasal 32
Cukup jelas.
Angka 10
Pasal 45
e v Quilcup-jelass
Anglra L1 ‘:;_,_‘ i X _',i ; “"' Lo

w5

Cukupgﬁa&“

Pasal ]
Cukupjda&

TAMBAHAN LEMBARAN T LATAN TAHUN

2017 NOMOR;
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